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ABSTRACT

Tax avoidance can be defined as a strategy taken by a company to minimize the company's tax
expense by taking legal action through exploiting loopholes in tax regulations. The existence of
the implementation of a self-assessment system in fulfilling tax obligations is a gap for taxpayers
to take tax avoidance actions. This study aims to examine and analyze the effect of political
connections through government involvement in corporate boards and political connections
through state ownership on tax avoidance. This research was conducted at manufacturing
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2020. The research sample was
obtained using a purposive sampling method with a total sample of 49 samples with 245
observations. Data were analyzed using multiple regression analysis. The results of the study
show that political connections through government involvement in company boards are able to
minimize corporate tax avoidance actions, while political connections through government share
ownership do not affect corporate tax avoidance actions.

Keywords: tax avoidance, political connection, state ownership.

ABSTRAK

Penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk
meminimalisir beban pajak perusahaan dengan melakukan tindakan legal melalui pemanfataan
celah pada peraturan perpajakan. Adanya penerapan self-assesment system dalam pemenuhan
kewajiban perpajakan menjadi celah bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran
pajak. Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh koneksi politik melalui
keterlibatan pemerintah dalam dewan perusahaan dan koneksi politik melalui kepemilikan saham
oleh pemerintah terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Sampel penelitian
diperoleh menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 49 sampel
dengan 245 amatan. Data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa koneksi politik melalui keterlibatan pemerintah dalam dewan perusahaan
mampu meminimalisir tindakan penghindaran pajak perusahaan, sedangkan koneksi politik
melalui kepemilikan saham oleh pemerintah tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran
pajak perusahaan.

Kata Kunci: penghindaran pajak, koneksi politik, kepemilikan pemerintah.

1. PENDAHULUAN

Reformasi perpajakan merupakan salah satu tindakan nyata pemerintah untuk meningkatkan
penerimaan perpajakan yang merupakan sumber pendapatan utama negara Indonesia [1]. Reformasi
perpajakan dimulai pada tahun 1983 dengan penerapan self-assessment system atau sistem menghitung,
menyetor dan melaporkan secara mandiri oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak secara self-
assessment tersebut memiliki keunggulan dalam hal penyederhaan pemenuhan kewajiban perpajakan serta
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memenuhi asas keadilan [2]. Di sisi lain, self~assessment system memiliki kelemahan berupa rendahnya
tingkat kepatuhan para wajib pajak salah satunya ditandai dengan adanya upaya melakukan penghindaran
pajak [3].

Penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilaksnakan wajib pajak untuk
mendapatkan jumlah pajak “terbaik” yang dapat dibayar oleh wajib pajak namun belum dapat dikatakan
sebagai penggelapan pajak karena memanfaatkan “celah” legal pada peraturan perpajakan [4]. Meskipun
tindakan penghindaran pajak tidak dapat dikatakan sebagai tindakan legal, namun memberikan kerugian
yang cukup besar bagi negara Indonesia [5]. Tax Justice Network melaporkan bahwa akibat dari tindakan
penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa wajib pajak, Indonesia mengalami kerugian hingga
mencapai Rp69 T per tahun [6].

Teori Agensi dapat menjadi landasan untuk melihat terkait dengan fenomena terjadinya penghindaran
pajak, khususnya Teori Agensi Tipe III [7]. Teori Agensi Tipe III menjelaskan bahwa adanya kemungkinan
konflik antara internal perusahaan dengan eksternal perusahaan, salah satunya adalah pemerintah [8].
Konflik keagenan tersebut terjadi karena perpindahan laba perusahaan ke pemerintah dalam bentuk
pembayaran pajak, dianggap sebagai beban perusahaan dan mengurangi keuntungan yang diperoleh
perusahaan [9]. Beberapa penelitian empiris terdahulu menunjukkan berbagai faktor yang berpengaruh
terhadap terjadinya tindakan penghindaran pajak perusahan. Faktor-faktor tersebut di antaranya koneksi
politik [10], struktur kepemilikan saham perusahaan [11], hingga karakteristik perusahaan [12].

Faktor pertama yang dirasa memengaruhi keputusan pelaksanaan tindakan penghindaran pajak oleh
perusahaan adalah koneksi politik. Perusahaan melihat koneksi politik sebagai salah satu sumber daya yang
berharga bagi perusahaan karena adanya anggapan “perlindungan” dari pemerintah, sehingga terkadang
dengan adanya koneksi politik yang dimiliki perusahaan lebih berani untuk mengambil tindakan berisiko
seperti melakukan tindakan penghindaran pajak [13], [14]. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa koneksi
politik yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan untuk lebih tertib dalam mematuhi peraturan
perpajakan atau mencegah perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak karena perusahaan harus
tetap menjaga citra atau reputasi baik perusahaan [15], [16]. Di sisi lain, koneksi politik tidak memengaruhi
keputusan perusahaan dalam pengambilan keputusan melakukan tindakan penghindaran pajak [17], [18].

Struktur kepemilikan perusahaan juga memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan
penghindaran pajak. Struktur kepemilikan perusahaan yang didominasi oleh keluarga akan berbeda dengan
yang dimiliki oleh pemerintah. Perusahaan keluarga akan cenderung melakukan tindakan penghindaran
pajak untuk memaksimalkan laba yang dimiliki oleh perusahaan karena akan meningkatkan laba yang
dibagikan kepada pemegang saham [19], [20]. Namun, penelitian lain juga menunjukkan bahwa perusahaan
keluarga cenderung tidak akan melakukan tindakan berisiko seperti penghindaran pajak karena berusaha
untuk menjaga reputasi perusahaan agar tetap beroperasi dalam jangka panjang [21]. Di sisi lain,
perusahaan yang dimiliki pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan cenderung untuk
patuh dikarenakan menjaga reputasi dan memastikan hak pemerintah dari pajak yang dibayarkan
perusahaan tidak berkurang [22]. Penelitian lain menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah dalam
perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan karena BUMN merupakan wajib
pajak risiko rendah mengingat BUMN merupakan bagian dari pemerintah itu sendiri [23], [24].

Faktor berikutnya yang menjadi penentu tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh
perusahaan adalah karakteristik perusahaan. Ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas serta jumlah aset
tetap yang dimiliki oleh perusahaan merupakan beberapa contoh karakteristik perusahaan yang akan
memengaruhi keputusan penghindaran pajak perusahaan [25]. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar
akan memiliki kemampuan menghasilkan laba lebih tinggi dan pajak yang dibayarkan akan lebih tinggi
pula, namun di sisi lain perusahaan dengan aset besar cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak
perusahaan karena ketersediaan sumber daya perusahaan. Jika dilihat dari tingkat profitabilitas perusahaan,
maka perusahaan dengan laba yang tinggi cenderung akan melakukan penghindaran pajak untuk menjaga
agar laba perusahaan tetap tinggi. Namun, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa perusahaan
dengan profitabilitas tinggi memiliki kesempatan dan insentif untuk melakukan perencanaan pajak.
Karaktersistik berikutnya adalah jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan, karena terkait dengan insentif
penggunaan metode depresiasi yang lebih tinggi untuk menekan beban pajak.

Masih adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian empiris terdahulu, mendorong penelitian ini untuk
kembali menguji pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan dua sudut
pandang yakni koneksi politik akibat adanya keterlibatan pemerintah dalam perusahaan melalui dewan atau
jajaran eksekutif perusahaan serta koneksi politik melalui kepemilikan saham oleh pemerintah.
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2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori agensi menerangkan bahwa adanya kontrak antara satu pihak atau lebih (prinsipal) yang
melibatkan pihak lain (agen) untuk melaksanakan beberapa layanan atas nama prinsipal dan agen
mendapatkan delegasi kewenangan pengambilan keputusan [26]. Adanya pendelegasian wewenang tersebut
dapat memunculkan asimetri informasi yang berujung pada konflik keagenan terkait memastikan agen
menjalankan delegasi yang diberikan oleh prinsipal. Konflik keagenan dapat terjadi antara pihak pemilik
dengan manajer (Tipe I), pihak mayoritas dengan minoritas (Tipe II) dan pihak internal perusahaan dengan
eksternal perusahaan (Tipe III) [8].

Tindakan penghindaran pajak dapat dilihat dari sudut pandang Teori Agensi Tipe III yakni konflik
keagenan antara pihak internal perusahaan sebagai prinsipal dengan fiskus (petugas pajak) sebagai pihak
eksternal perusahaan. Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu
bentuk asimetri informasi. Hal tersebut dikarenakan fiskus tidak dapat mengetahui secara utuh terkait
tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban
pajak perusahaan dengan melakukan tindakan legal melalui pemanfataan celah pada peraturan perpajakan
[27]. Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan dikarenakan perusahaan menganggap bahwa
pembayaran pajak merupakan sebuah beban karena secara langsung dapat mengurangi laba yang dimiliki
oleh perusahaan dan secara tidak langsung mengurangi kekayaan pemilik perusahaan [28]. Tindakan
penghindaran pajak juga dianggap berdampak buruk pada posisi keuangan perusahaan, timbulnya biaya
lain dari sanksi akibat pemeriksaan pajak serta menurunnya reputasi perusahaan jika perusahaan terungkap
melakukan tindakan penghindaran pajak [29].

Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan salah satu sumber daya yang berharga bagi perusahaan karena melalui
koneksi politik tersebut dapat memberikan beberapa manfaat seperti mengurangi biaya transaksi,
meningkatkan daya tahan perusahaan, transaksi bisnis perusahaan semakin lancar serta memiliki kinerja
yang lebih baik [30]. Perusahaan dengan koneksi politik didefinisikan sebagai perusahaan dengan salah
satu pemegang saham besar atau jajaran eksekutif puncak perusahaan merupakan (a) anggota parlemen, (b)
menteri atau kepala negara atau (c¢) memiliki hubungan dekat dengan pejabat tinggi [31]. Perusahaan yang
dimiliki oleh pemerintah atau negara juga dapat dikategorikan sebagai perusahaan dengan koneksi politik
[32].

Hipotesis Penelitian
Tindakan penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk nyata dari konflik keagenan tipe III yang
terjadi antara pihak internal perusahaan dengan fiskus sebagai pihak eksternal. Adanya koneksi politik
dalam perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dan
meminimalisir tindakan penghindaran pajak [7]. Perusahaan dengan koneksi politik dianggap memiliki
pengawasan yang lebih optimal dari pemerintah melalui keterlibatan dalam jajaran puncak perusahaan serta
melalui kepemilikan saham, sehingga perusahaan mempertimbangkan untuk melakukan tindakan yang
berisiko seperti penghindaran pajak [16]. Perusahaan dengan koneksi politik juga cenderung menjaga citra
baik atau reputasi perusahaan dengan menghindari melakukan tindakan penghindaran pajak yang dapat
memperburuk citra perusahaan [33]. Berdasarkan pemaparan dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang
diajukan adalah:
Hi: Koneksi politik melalui keterlibatan pemerintah dalam dewan perusahaan berpengaruh
negatif terhadap penghindaran pajak
H2: Koneksi politik melalui kepemilikan saham oleh pemerintah berpengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak
Adapun kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Koneksi Politik melalui Hi (-)
Keterlibatan Pemerintah
dalam Dewan Perusahaan ¢
Penghindaran Pajak
Koneksi Politik melalui i
Kepemilikan Pemerintah
H> (-)

Gambear 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bentuk penelitian asosiatif. Penelitian
dilakukan pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Sampel
ditentukan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria dan hasil pemilihan sampel disajikan
dalam Tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel

No Kriteria Jumlah
1. Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI secara berturut-turut 147
sejak 2016 hingga 2020
2. Perusahaan tidak menerbitkan laporan tahunan secara berturut-turut 3)
selama tahun 2016-2020
3.  Perusahaan dengan mata uang selain Rupiah (11)
4. Laba operasional perusahaan bernilai negatif (70)
5. Nilai Effective Tax Rate (ETR) > 1 (14)
Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian 49
Jumlah amatan selama 5 tahun (2016-2020) 245

Sumber: Data Diolah, 2023

Laba operasional perusahaan bernilai negatif dikecualikan untuk menghindari pelaporan beban pajak
tercampur dengan periode kompensasi kerugian. Perusahaan dengan ETR perusahaan > 1 serta perusahaan
dengan mata uang selain Rupiah dikecualikan dari sampel penelitian untuk menjaga estimasi model
penelitian bebas dari error.

Variabel dependen penelitian yaitu penghindaran pajak diukur dengan menggunakan dua metode
pengukuran yakni effective tax rate (ETR) serta book-tax difference (BTD). Metode pengukuran pertama
menggunakan ETR yang diukur dengan membagi beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak.
Metode ETR dipilih karena ETR memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mendeteksi kemungkinan
terjadinya penghindaran pajak perusahaan pada tahun berjalan [34].

Metode pengukuran variabel dependen kedua adalah metode BTD yang diukur dengan membagi selisih
laba setelah pajak dan laba kena pajak dengan total aset tahun sebelumnya. Pengukuran BTD dipilih karena
mampu memberikan informasi terkait kondisi terkini dan future valuation dari suatu perusahaan.
Pengukuran dengan BTD juga mampu mendeteksi adanya kemungkinan terjadi manajemen laba antara laba
komersial dan fiskal untuk menghasilkan perhitungan pajak yang lebih rendah bagi perusahaan [35].
Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan memiliki ETR bernilai negatif dan BTD bernilai
positif. Dengan kata lain, semakin tinggi ETR atau semakin rendah BTD maka perusahaan cenderung untuk
tidak melakukan penghindaran pajak.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah koneksi politik. Variabel koneksi
politik pada penelitian ini menggunakan dua kategori. Kategori pertama adanya jajaran eksekutif atau
dewan perusahaan yang merupakan (a) anggota parlemen, (b) menteri atau kepala negara atau (c) memiliki
hubungan dekat dengan pejabat tinggi [31]. Koneksi politik yang tercipta dari hubungan politis jajaran
eksekutif perusahaan mengacu pada daftar skor koneksi politik yang dicetuskan oleh Supatmi (2019) [36].
Kategori kedua dari variabel koneksi politik adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah atau negara
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[32]. Kategori perusahaan dimiliki oleh pemerintah dilihat dari kepemilikan Pemerintah Republik Indonesia
atau perusahaan yang dikategorikan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) [37]. Jika perusahaan
sampel merupakan BUMN, maka akan diberi nilai 1 dan O untuk perusahaan yang bukan merupakan
BUMN.

Untuk menyajikan model penelitian yang lebih baik, penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol
yakni profitabilitas, aset tetap serta ukuran perusahaan. Profitabilitas diukur dengan return on asset dengan
rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset tahun sebelumnya. Aset tetap dihitung dengan
membagi nilai aset tetap bersih dengan total aset. Ukuran perusahaan diukur melalui Ln(total aset).

Penelitian ini menggunakan dua model regresi untuk mendukung penggunaan dua metode pengukuran
variabel dependen penghindaran pajak yakni ETR dan BTD. Adapun model regresi dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

ETR= o+ pB:KP_BOD + ;KP SO + 3ROA + B4PPE + BsSIZE + &...ooevvvviniieniininn. 1)
BTD= o+ :KP_BOD + ;KP SO + 3ROA + B4PPE + BsSIZE + &...coevvvviniieninninnn. 2)
Keterangan:

ETR: Penghindaran pajak diukur dengan effective tax rate

BTD: Penghindaran pajak diukur dengan book-tax difference

KP BOD:  Koneksi politik melalui keterlibatan pemerintah dalam jajaran puncak atau dewan perusahaan
KP_SO: Koneksi politik melalui kepemilikan saham oleh pemerintah

ROA: Profitabilitas (Return on asset)

PPE: Property, plant, equipment (aset tetap)

SIZE: Ukuran perusahaan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Statistika Deskriptif
Hasil statistika deskriptif ditujukan untuk menyajikan gambaran umum terkait data yakni nilai

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan deviasi standar. Hasil statistika deskriptif disajikan pada
Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Statistika Deskriptif
Minimum Maksimum Rata-rata Deviasi Standar

ETR 0,002 0,959 0,253 0,116
BTD -0,586 0,104 -0,036 0,057
KP_BOD 0,000 3,784 1,038 1,174
KP_SO 0,000 1,000 0,020 0,141
ROA 0,006 0,581 0,102 0,094
PPE 0,026 0,806 0,460 0,162
SIZE 25,641 33,495 28,980 1,654

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan hasil statistika deskriptif yang disajikan pada Tabel 2, variabel ETR memiliki nilai rata-
rata 0,253 atau 25,3% mendekati tarif pajak badan yang berlaku di Indonesia sebesar 25% untuk tahun
pajak 2016-2019 dan melebihi tarif 22% untuk tahun pajak 2020. Hasil ini mengindikasikan bahwa sampel
penelitian ini cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan Indonesia. Hal tersebut juga didukung dengan
nilai rata-rata BTD yang bertanda negatif yakni -0,036. Nilai negatif pada BTD tersebut menunjukkan
bahwa laba fiskal lebih tinggi dari laba komersial yang mengindikasikan rendahnya kecenderungan sampel
melakukan manajemen laba untuk menurunkan laba kena pajak.

Variabel koneksi politik melalui keterlibatan pemerintah dalam dewan perusahaan memiliki nilai
deviasi standar sebesar 1,174 lebih dari nilai rata-rata sebesar 1,038. Hasil tersebut mengindikasikan
tingginya kesenjangan antara nilai minimum dan maksimum pada variabel koneksi politik melalui
keterlibatan pemerintah dalam dewan perusahaan. Variabel koneksi politik melalui kepemilikan pemerintah
juga menunjukkan hasil yang sama yakni nilai deviasi standar 0,141 lebih dari nilai rata-rata 0,020 dan
mengindikasikan tingginya kesenjangan antara nilai minimum dan maksimum variabel koneksi politik
melalui kepemilikan pemerintah.
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Variabel-variabel kontrol yakni profitabilitas (ROA), aset tetap (PPE) serta ukuran perusahaan (SIZE)
memiliki nilai rata-rata lebih besar dari nilai deviasi standar. Hal tersebut menunjukkan rendahnya
kesenjangan antara nilai minimum dan maksimum pada beberapa variabel tersebut.

Hasil Analisis Model Regresi

Hasil analisis model regresi dengan menggunakan dua metode pengukuran variabel dependen yang
berbeda disajikan pada Tabel 3. Hasil analisis model regresi menunjukkan terkait kelayakan model regresi
dalam memprediksi pengaruh hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hipotesis 1
dan 2 akan diterima apabila variabel KP BOD dan KP_SO memiliki koefisien tanda positif terhadap ETR
dan bertanda negatif terhadap BTD. Model regresi dalam penelitian ini juga telah memenuhi uji asumsi
klasik yakni uji normalitas, uji multikolinearitas serta uji heterokedastisitas.

Tabel 3. Hasil Analisis Model Regresi

Variabel Model 1 (ETR) Model 2 (BTD)
KP_BOD 0,010%* 0,004%*
(nilai 7) (2,351) (-2,689)
KP_SO 0,263 0,159
(nilai 7) (-0,634) (1,000)
ROA 0,008** 0,000%*
(nilai 7) (-2,415) (-8,495)
PPE 0,228 0,283
(nilai 7) (-0,745) (-0,574)
SIZE 0,062 0,121
(nilai ) (-1,545) (1,172)
F 2,291 20,842
Sig F 0,046* 0,000%*
Adj. R? 0,026 0,289

*signifikansi pada level 5%, **signifikansi pada level 1%
Sumber: Data Diolah, 2023

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian hipotesis secara ringkas dari penelitian ini. Berdasarkan Tabel
4, hanya H; yang didukung yakni koneksi politik melalui keterlibatan pemerintah dalam jajaran puncak
atau dewan perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. H, dalam penelitian ini tidak
didukung yakni tidak adanya pengaruh antara koneksi politik melalui kepemilikan pemerintah terhadap
penghindaran pajak.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

. . Koefisien Signifikansi
Hipotesis ETR BTD ETR BTD Keterangan
H; 0,018 -0,009 0,010 0,004 Diterima
H, -0,036 0,024 0,263 0,159 Ditolak

Sumber: Data Diolah, 2023

Diskusi dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, koneksi politik melalui keterlibatan pemerintah dalam dewan
atau jajaran puncak perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (H; diterima). Hasil
tersebut menunjukkan bahwa koneksi politik yang dimiliki perusahaan mampu mencegah perusahaan untuk
melakukan tindakan penghindaran pajak [10]. Adanya keterlibatan pemerintah dalam dewan perusahaan
akan meningkatkan pengawasan oleh pemerintah [33]. Keterlibatan pemerintah dalam dewan perusahaan
juga akan mendorong perusahaan untuk cenderung menjaga reputasi atau citra baik perusahaan [16].

Hasil pengujian hipotesis berikutnya menunjukkan tidak ada pengaruh antara koneksi politik melalui
kepemilikan saham oleh pemerintah terhadap penghindaran pajak (H, ditolak). Tidak adanya pengaruh
kepemilikan saham oleh pemerintah terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa perusahaan yang
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dimiliki oleh pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan wajib pajak dengan risiko
rendah. Perusahaan yang dimiliki oleh negara tidak memiliki “niat” untuk melakukan penghindaran pajak
dikarenakan BUMN merupakan bagian dari pemerintah itu sendiri, sehingga perusahaan akan memastikan
untuk patuh dan taat terhadap peraturan perpajakan [23], [24]. Berdasarkan data statistika deskriptif, tidak
adanya pengaruh koneksi politik melalui kepemilikan saham oleh pemerintah dapat dijelaskan akibat dari
sedikitnya jumlah sampel yang merupakan BUMN.

Hasil pengujian variabel profitablitas (ROA), aset tetap (PPE) serta ukuran perusahaan (SIZE) sebagai
variabel kontrol menunjukkan bahwa hanya variabel profitabilitas atau return on asset yang berpengaruh
terhadap penghindaran pajak (Tabel 3). Hasil penelitian profitabilitas terhadap penghindaran pajak dalam
penelitian ini menunjukkan hasil yang saling bertentangan. Pengukuran penghindaran pajak menggunakan
metode ETR menunjukkan profitabilitas atau return on asset berpengaruh positif terhadap pemghindaran
pajak (koefisien negatif pada metode ETR). Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung akan
melakukan tindakan penghindaran pajak dan sebaliknya. Keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan
penghindaran pajak dikarenakan perusahaan mampu memosisikan diri (ketersediaan sumber daya yang
memadai) untuk melakukan perencanaan pajak sehingga mampu mengurangi jumlah beban pajak dan
mempertahankan laba perusahaan agar tetap tinggi [12].

Pengukuran penghindaran pajak dengan metode BTD menunjukkan hasil sebaliknya yakni
profitabilitas atau return on asset berpengaruh negatif terhadap BTD (penghindaran pajak). Hasil tersebut
mengindikasikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung tidak akan melakukan
penghindaran pajak dan sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan perusahaan telah mendapatkan laba yang
tinggi sehingga perusahaan tidak memiliki insentif untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dalam
upaya meningkatkan laba perusahaan. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak membuat
perusahaan merasa dirugikan, sehingga perusahaan tidak berniat untuk melakukan tindakan penghindaran
pajak [37].

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki beberapa simpulan yakni koneksi politik melalui keterlibatan pemerintah
dalam dewan perusahaan mampu meminimalisir perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran
pajak. Di sisi lain, koneksi politik melalui kepemilikan saham oleh pemerintah bukan merupakan faktor
penentu perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini memiliki beberapa
keterbatasan yakni tidak dilakukannya pengujian secara terpisah antara perusahaan BUMN dan non
BUMN. Hal tersebut diperlukan mengingat keterbatasan jumlah perusahaan BUMN yang menjadi sampel
penelitian. Keterbatasan lain dari penelitian ini adalah penelitian hanya dilakukan pada perusahaan sektor
manufaktur tahun 2016 hingga 2020, sehingga apabila dilakukan pada sektor dan periode yang berbeda
akan menunjukkan hasil yang berbeda.

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka untuk penelitian berikutnya dengan topik yang sama
disarankan untuk menggunakan sampel selain perusahaan manufaktur dan menggunakan periode yang
berbeda. Hal tersebut ditujukan untuk menyajikan hasil yang lebih komprehensif terkait agresivitas pajak
untuk sektor dan periode yang berbeda. Penelitian berikutnya juga diharapkan dapat melakukan pengujian
secara terpisah pada perusahaan yang termasuk BUMN dan non BUMN untuk menyajikan hasil penelitian
yang lebih komprehensif.
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